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2AGENDA HARI INI

PENCATATAN, 
PEMBUKUAN, 

NORMA.

PENGUSAHA 
KECIL,

PENGUSAHA 
KENA PAJAK

?
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Atas penghasilan dari usaha 
yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak dalam negeri 
yang memiliki peredaran
bruto tertentu, dikenai Pajak 
Penghasilan yang bersifat
final dalam jangka waktu
tertentu. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Pasal 56 ayat (1) PP 55

https://www.flickr.com/photos/investmentzen/30436737336
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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5PP 55 Tahu 2022
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PPh 0,5% 

diperpanjang

1 tahun
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7PP 55 Tahun 2022
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8Asumsi Penghasilan Neto UMKM

PPh final = CTTOR
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9Memilih Pembukuan

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://www.picpedia.org/post-it-note/b/bookkeeping.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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10Pasca Setengah Persen

Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto

Pembukuan

Pilih..

atau..
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11DPP PPh

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif 

bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak 

dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan 

pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat 

(1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang PPh
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Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak 

badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
(1)

(2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik 

dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf 

Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam 

bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan

Pembukuan menurut Pasal 28 UU KUP
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13Pembukuan menurut Pasal 28 UU KUP

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel 

kas.
(5)

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat 

persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung 

besarnya pajak yang terutang

(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat 

diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan

(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan 

dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun 

di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di 

tempat kedudukan Wajib Pajak badan
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14Pembukuan

PEMBUKUAN MENURUT PMK 54/2021

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) harus diselenggarakan

berdasarkan standar akuntansi keuangan

yang berlaku di Indonesia, kecuali

peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan menentukan lain.
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15Plus Minus Pembukuan

Sesuai Keadaan Sebenarnya

❖Jika rugi, tidak bayar PPh

❖Penghasilan neto sesuai 

proporsi keuntungan

Minusnya:

Membutuhkan keahlian akuntansi

Harus menyimpan dokumen

pendukung
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16Biaya Fiskal VS Biaya Komersial

Biaya Fiskal adalah biaya 

yang diperbolehkan menurut 

Undang-Undang PPh.

Biaya fiscal secara umum diatur di 

Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://www.picpedia.org/suspension-file/e/expenses.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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17Pasal 6 UU PPh
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18Pasal 6 UU PPh
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19Pasal 9 UU PPh
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20Pasal 9 UU PPh
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21Pasal 9 UU PPh
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22Pasal 11 UU PPh
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23Penyajian Biaya Di SPT

Semua Biaya dilaporkan di form 1771 II SPT Tahunan Badan
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24Menggunakan NPPN
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1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, 
dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak.

2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh 
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
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26Pasal 14 UU PPh

3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung 
penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan.

4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak 
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung 
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan 
Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
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27Pasal 14 UU PPh

5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, 
termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan
atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti
pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan
cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6) Dihapus

7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
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28Pencatatan Menurut UU KUP

Pasal 28
(2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara 

teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk 

menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau 

yang dikenai pajak yang bersifat final

(11) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
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29NPPN

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Merupakan cara mencari Penghasilan Neto yang besaran penghasilan 

netonya ditentukan oleh Ditjen Pajak (secara jabatan).

Karena ditetapkan secara jabatan, maka penghasilan neto 

secara umum lebih besar daripada kenyataannya.

Penggunaan NPPN akan menguntungkan jika 

penghasilan neto sebenarnya lebih besar 

daripada NPPN
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30PPh Terutang

Omset x NPPN x Pasal 17 = PPh
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31NPPN

https://www.pajak.go.id/id/peraturan/norma-penghitungan-penghasilan-neto

PER-17/PJ/2015

https://bit.ly/NPPN
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32KLU = KBLI

https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko
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33Contoh NPPN
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34Contoh NPPN
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35Contoh NPPN
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36Pemberitahuan NPPN di KSWP
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37Cara Lain menurut Pasal 14 (5)
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38Cara Lain menurut Pasal 14 (5)
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39Cara Lain menurut Pasal 14 (5)

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 meliputi metode:

1. transaksi tunai dan nontunai;

2. sumber dan penggunaan dana;

3. satuan dan/atau volume;

4. penghitungan biaya hidup;

5. pertambahan kekayaan bersih;

6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak 
sebelumnya;

7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau

8. penghitungan rasio.
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Kewajiban Wajib Pajak
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Pembayaran

PPh 21

PPh 23

PPh 26

Penerimaan

PPh OP 
/ Badan

PPN
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48Omset diatas Rp4,8 miliar
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Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN:

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu .. sebesar 

12% (dua belas persen) yang mulai berlaku 

paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
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Ada Saran

Batasan PKP

Jadi Rp3,6 miliar
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batas rata-rata di negara-

negara Organisation for 

Economic Co-operation and 

Development (OECD) 

dikisaran US$ 57.000 atau 

Rp 935,1 juta pada tahun 

2022
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Toko Anda 

Wajib

Pungut PPN?
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Ditagih pajak 
ratusan juta 
rupiah?
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55Permasalan 
Umum

Marjin Kecil

Lapor SPT Asal

Omset BESAR 
tidak pungut PPN
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56Pertanyaan 
Umum

Bisa gak, jualan 
lancar jaya, tapi 
tidak harus pungut 
PPN?
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Berapa marjin minimal agar untung?

PPh minial 5%

PPN 12%

Marjin minial 17%

Beli barang dagangan Rp100

Maka minimal jual Rp117
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TRIK

Split Omset per entitas
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TRIK

Split Omset 

mengharuskan 

pembukuan untuk 

pembuktian aktivitas 

usaha masing-masing 

entitas.
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1. Spesialisasi yang lebih besar dan fokus 

pada segmen pasar tertentu.

2. Mengurangi risiko finansial; jika satu 

bisnis mengalami kesulitan, ini tidak 

akan langsung mempengaruhi entitas 

lainnya.

3. Memfasilitasi pelaporan keuangan.

4. Memanfaatkan celah hukum untuk 

meminimalisir kewajiban perpajakan.

5. Membantu dalam mengelola merek dan 

reputasi; jika satu entitas menghadapi 

masalah hukum atau PR, ini tidak akan 

langsung mencemarkan nama 

perusahaan secara keseluruhan.

Pemisahan Entitas
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SALAH

Pembelian

•Penjualan NPWP 1

•Penjualan NPWP 2

•Penjualan NPWP 3
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Benar NPWP 1

Pembelian, Penjualan, Rekening

NPWP 2

Pembelian, Penjualan, Rekening

NPWP 3

Pembelian, Penjualan, Rekening

Siklus akuntansi 

utuh

Siklus akuntansi 

utuh

Siklus akuntansi 

utuh
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63Permasalahan Umum WP

Tidak mengerti Akuntansi

Tidak ada pegawai yang 
mengerjakan pembukuan

Dikerjakan sendiri tidak sempat

Help!
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Let

Take Over

Acounting Service & Tax Compliance
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Mematuhi pajak adalah investasi yang 

cerdas untuk bisnis Anda. Mari kita 

bicarakan bagaimana kami dapat 

membantu Anda memulainya.

“
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www.botax.co.id    | Call Center 082116166338

Partners:

Verdyant Andrianto, S.Sos., M.A.

Raden Agus Suparman, S.E, S.Ak., M.Si.

Andry Dermawanto, S.E, S.H., M.M.

Kusmawati, S.E.

BOGOR

Ruko Grand Dayu Darias No.2 Simpang 

Salabenda Jl. Kemang Kiara, Parakan Jaya, 

Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 

16310

BANDUNG

Gedung Graha Pos Indonesia Lantai 6 Blok C 

Jl.Banda No 30 Bandung
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PT Botax Consulting Indonesia

Accounting Service 

& Tax Compliance

Tax Review & 

Tax Advisory

TP DocTax Audit & 

Tax Litigation

Our Services:
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